PANDANGAN AKHIR FRAKSI
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

(PDI PERJUANGAN)

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

PDI
PERJUANGAN

DISAMPAIKAN
DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PADA HARI SELASA, 8 SEPTEMBER 2026



Assalamu’alaikum Wr. Whb.,

Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,

MERDEKA !!!

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Ketua DPRD,
para Wakil Ketua DPRD dan para anggota DPRD Kabupaten

Kebumen;

Ysh. Bupati dan Wakil Bupati Kebumen;

Ysh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Para Asisten
Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati Kebumen, Kepala Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, Ketua
dan Sekretaris KPU, Ketua Bawaslu, Camat se-Kabupaten
Kebumen, Kepala Bagian di lingkungan Setda Kebumen dan

Pimpinan BUMD, serta Direktur RSDS dan RSUD Prembun;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh

jajarannya.

Ysh. Hadirin dan segenap Undangan Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Kebumen, para wartawan dari berbagai media cetak,

serta segenap warga masyarakat Kabupaten Kebumen yang ikut



mencermati Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen melalui

Kebumen TV maupun siaran Radio In FM yang berbahagia,

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan
kepada kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga dapat
menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka
penyampaian Pandangan Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026.

Tidak lupa, sholawat dan salam marilah kita haturkan
kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, semoga
kita semua termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya

nanti di Yaumil Akhir. Amienn....

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dalam kesempatan ini, izinkan kami atas nama Fraksi PDI
Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima

kasih kepada:

Pertama, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen

yang telah memberikan kesempatan kami mewakili Fraksi PDI



Perjuangan untuk menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi

terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut;

Kedua, Bupati dan Wakil Bupati serta jajaran eksekutif
khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah
menyampaikan Rancangan Perda dan mengikuti seluruh agenda

pembahasan bersama DPRD;

Ketiga, Badan Anggaran DPRD yang telah merampungkan
pembahasan Raperda tersebut dengan komitmen yang luar biasa

dan telah melaporkan hasilnya pada Rapat Paripurna kemarin;

Keempat, Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan seluruh

jajarannya yang telah membantu memfasilitasi Rapat Paripurna

ini.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;
Selanjutnya, setelah melakukan pencermatan atas naskah

Raperda dan laporan hasil pembahasan yang dilakukan oleh

Badan Anggaran bersama Bupati yang diwakili oleh TAPD, maka

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan akhir sebagai

berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian serius

terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah yang masih

memerlukan optimalisasi. Realisasi PAD, pajak daerah, dan



retribusi daerah yang belum mencapai target maksimal
harus menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemerintah
Daerah, khususnya OPD penghasil. Pemerintah Daerah
tidak cukup hanya melakukan penyesuaian target, tetapi
harus melakukan  langkah-langkah  nyata  untuk
memperbaiki basis data wajib pajak, meningkatkan
intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta menutup
berbagai potensi kebocoran penerimaan daerah.

Fraksi PDI Perjuangan mendukung penerapan sistem
digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah, termasuk
optimalisasi penggunaan QRIS dan E-Ticketing pada seluruh
titik pungutan PAD. Namun demikian, digitalisasi harus
benar-benar diarahkan untuk meningkatkan transparansi,
dan memudahkan pengawasan, bukan sekadar memenuhi
target administratif.

Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan perhatian
terhadap masih tingginya ketergantungan Kabupaten
Kebumen terhadap Pendapatan Transfer. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih
harus terus diperkuat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah
harus lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-

sumber pendapatan daerah yang sah tanpa menambah



beban secara berlebihan kepada masyarakat kecil.
Pengembangan sektor pariwisata, optimalisasi aset daerah,
peningkatan pelayanan publik yang produktif, serta
penguatan sektor-sektor ekonomi lokal harus menjadi
bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan
kemandirian fiskal Kabupaten Kebumen.

Terhadap peningkatan yang cukup signifikan pada belanja
modal khususnya gedung dan bangunan serta jalan,
jaringan, dan irigasi dikarenakan ada penambahan alokasi
anggaran sebesar Rp Rp65.716.080.899,00 (enam puluh lima
milyar, tujuh ratus enam belas juta, delapan puluh ribu,
delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), Fraksi PDI
Perjuangan sepakat dengan Badan Anggaran agar
dilakukan pengawasan dikarenakan sampai saat ini
realisasinya masih rendah, kami meminta kepada OPD
Pelaksana agar memastikan kesiapan pelaksanaan sebelum
akhir tahun anggaran.

Kami mendukung dorongan Badan Anggaran agar Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa bersama seluruh OPD
melakukan percepatan pencapaian target e-purchasing.
Namun percepatan tersebut tidak boleh mengabaikan

prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan



kualitas hasil pekerjaan. Pemerintah Daerah perlu
melakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD,
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta
memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keterlambatan proses pengadaan yang terjadi secara
berulang harus dievaluasi secara menyeluruh agar tidak
terus menjadi persoalan setiap akhir tahun anggaran.

Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian terhadap
perubahan alokasi Belanja Bantuan Sosial. Kami
menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan instrumen
penting untuk melindungi masyarakat yang membutuhkan.
Oleh karena itu, mekanisme pendataan, verifikasi,
penetapan penerima, dan penyaluran bantuan harus terus
diperbaiki. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar
membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan,
sementara pihak yang tidak memenuhi kriteria memperoleh
manfaat. Kami meminta Pemerintah Daerah melakukan
penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan sosial
pada tahun anggaran berikutnya dengan prinsip tepat
sasaran, tepat  waktu, transparan, dan  dapat

dipertanggungjawabkan.



Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar dalam
penyusunan dan pelaksanaan anggaran ke depan, baik
APBD Murni maupun Perubahan APBD, Pemerintah Daerah
dapat memberikan ruang dan perhatian yang memadai
terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Maka dari itu, perlu
adanya sinkronisasi dan penyesuaian perencanaan serta
penganggaran antara kebutuhan pembangunan daerah,
Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan kebijakan dalam
Rancangan APBD tahun berjalan, sehingga anggaran yang
ditetapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan
masyarakat. Lebih lanjut, kami menegaskan bahwa setiap
penyesuaian anggaran harus diarahkan pada program dan
kegiatan yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat serta
mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Kebumen,
khususnya dalam upaya percepatan pengentasan
kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terkait seluruh catatan rekomendasi Badan Anggaran DPRD
Kabupaten Kebumen agar segera diselaraskan atau
disesuaikan, kami meminta bahwa untuk kedepan
dokumen, laporan semester, prognosis, perubahan RAPBD
dan dokumen anggaran lainnya untuk ditingkatkan kualitas

dokumennya dengan menyajikan dokumen yang informatif



dan lebih terperinci, sehingga bisa terbaca terkait dengan

pergeseran atau perubahan anggaran.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian penyampaian Pandangan akhir Fraksi PDI
Perjuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen tersebut di atas. Dengan mengucap
“BISMILLAHIRROHMAANIROHIIM” dan penuh rasa tanggung
jawab Fraksi PDI Perjuangan dapat “MENERIMA DAN
MENYETUJUI” Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk
selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen, dengan beberapa catatan di atas sebagai dokumen
yang tidak terpisahkan dalam risalah sidang paripurna ini.
Demikian Pandangan Akhir terhadap Raperda tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 telah kami sampaikan, jika ada tutur kata dan
sikap yang kurang berkenan kami mohon maaf yang setulus-
tulusnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

MERDEKA !!!



FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
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